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ABSTRAK 

 

Perdagangan orang erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa 

perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia. Hal ini jelas terlihat dengan 

begitu beragamnya faktor penyebab terjadinya perdagangan orang demikian juga 

dengan korban perdagangan orang. Korban pada umunya tidak hanya mengalami 

kerugian material saja, tetapi jugakerugian immaterial berupa kerugian 

psikis/psikologis, dan juga kerugian sosial lainnya.  

Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan politik 

kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking 

dan bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi kendala 

dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pendekatan 

politik kriminal dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang. 

Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana penerapan 

politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana human 

trafficking dengan meyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa Tengah untuk mengatasi 

kendala dalam menanggulangi tindak pidana human trafficking diserati dengan 

wawancara dan mengumpulkan data mengenai daftar perkembangan perdagangan 

orang. 
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